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PEDOMAN WAWANCARA 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN 

PEDAGANG KAKI LIMA DI SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG 

1. Apakah kebijakan ini telah dikomunikasikan kepada para pelaksana dan 

sasaran kebijakan? 

2. Bagaimana transmisi dalam pelaksanaan kebijakan ini ? 

3. Apakah kebijakan yang telah ditransmisikan sudah jelas untuk para pelaksana 

dan sasaran kebijakan? 

4. Bagaimana konsistensi perintah-perintah dalam pelaksanaan kebijakan ini? 

5. Apakah sumberdaya staf sudah mencukupi? 

6. Apakah ada informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan ini? 

7. Bagaimana terkait dengan kewenangan yang dibutuhkan oleh pelaksana? 

8. Apakah ada pemberian fasilitas untuk para pelaksana dan pedagang? 

9. Bagaimana komitmen para pelaksana kebijakan? 

10. Bagaimana sikap dinas dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 60 

Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan 

Cihideung? 

11. Apakah ada Stantar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan 

ini? 

12. Bagaimana fragmentasi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan? 

13. Apakah kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada bapak/ibu? 

14. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dengan jelas peraturan ini? 

15. Intansi apa saja yang melakukan sosialisasi? 

 

 

 

 

 


